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ABSTRACT 

The study, entitled " The Principle Of The Presumption Of Innocence In The 

Use Of Force In Police Actions Based on Kepolri Regulation No. 1 of 2009" aims 

to analyze the limits of the authority to use force in the actions of the police officers 

and to analyze the actions of the police officers when shooting on the spot against 

criminals in terms of the presumption of innocence. 

The research method used in this thesis is normative juridical through a 

study of the applicable laws and regulations and a search for related data through 

a literature review. 

Based on the results of the study, it can be concluded: First: The limitation 

of the authority to use force in action by the police in the form of shooting on the 

spot against criminals is by paying attention to the situation and conditions as 

specified in the SOP In addition, it must comply with Article 47 of Perkap No. 8 of 

2009 as well as in Article 8 paragraph [1] of Perkap No. 1 of 2009. Second: The 

actions of the police in shooting on the spot against the perpetrators of criminal 

acts in terms of the principle of presumption of innocence, based on the analysis of 

the forced defense carried out by members of the Police who with their 

discretionary authority then shoot criminals who endanger the lives of members of 

the Police or the community, will there is an act that violates the legal interests of 

others (criminals) namely a violation of the presumption of innocence. However, 

the act is justified by law even though it is considered to violate the principle of 

presumption of innocence because it fulfills the conditions stipulated by the law, 

namely: the act is carried out because there is an attack or threat of an immediate 

attack, the attack or threat of attack is against the law the attack is aimed at against 

oneself or others, honor, morality, and property, both one's own and another's, the 

defense must be carried out with due observance of the principles of subsidiarity 

and proportionality. Considerations because implementing the provisions of the 

law, implementing the provisions in question are laws in a material sense, namely 

every regulation formed by the legislators that applies and is binding on the general 

public. A person who commits an act which if indeed the discretionary act is 

"considered" violating the law in the context of implementing the law, then the 

action can be justified. 

 

Keywords: Police, Shoot on the Spot, Presumption of Innocent 
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ABSTRAK 

Penelitian yang berjudul “Asas Praduga Tak Bersalah Pada Penggunaan 

Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolri No. 1 Tahun 

2009” bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan pengunaan kekuatan 

dalam tindakan aparat kepolisian serta untuk menganalisis tindakan aparat 

Kepolisian saat melakukan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana ditinjau 

dari asas praduga tak bersalah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif 

melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Batasan 

kewenangan pengunaan kekuatan dalam tindakan oleh aparat kepolisian berupa 

tembak ditempat terhadap pelaku keiminalitas adalah dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi sebagaimana ditentukan dalam SOP. Selain itu harus sesuai 

dengan Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 Serta dalam Pasal 8 ayat [1] Perkap No. 

1 Tahun 2009. Kedua : Tindakan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di 

tempat terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari asas praduga tak bersalah maka 

berdasarkan analisis pembelaan terpaksa yang dilakukan anggota Kepolisian yang 

dengan kewenangan diskresinya kemudian menembak Pelaku kriminal yang 

membahayakan nyawa anggota Polisi atau masyarakat, akan ada perbuatan yang 

melanggar kepentingan hukum orang lain (pelaku kriminal) yakni pelanggaran asas 

praduga tak bersalah. Namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum walupun 

dianggap melanggar asas praduga tak bersalah karena memenuhi syarat – syarat 

yang ditentukan Undang – Undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada 

serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman 

serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap 

diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik 

sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan 

memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi. 

Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan 

ketentuan yang dimaksud adalah undang- undang dalam arti materil, yaitu setiap 

peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan 

mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan 

diskresi tersebut “dianggap” melanggar hukum dalam rangka melaksanakan 

undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. 

 

Kata Kunci : Polisi, Tembak di Tempat, Praduga Tak Bersalah 
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